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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Secara umum bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 

Lembaga Administrasi Negara sudah berjalan semestinya, karena 

perkembangan teknologi membuat penyebaran informasi pun lebih mudah 

menjadikan fungsi kehumasan berada di setiap lapisan pegawai LAN. Pada 

tahun 2019 terbitlah Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2019 

sebagaimana telah diubah dari Peraturan Kepala LAN Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di 

Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Terbitnya Perka LAN Nomor 22 

Tahun 2019 belum serta merta diimbangi dengan implementasi terhadap 

kebijakan tersebut, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu 

dibenahi kembali. 

Pada teori impelementasi kebijakan George C. Edward dijelaskan 

bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik didasari oleh 4 aspek yaitu 

aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap dan aspek 

struktur birokrasi dan keempat aspek ini yang saling berhubungan satu 

sama lain. Berdasarkan teori yang disertai dengan uji lapangan dalam 

bentuk wawancara dengan berbagai Key Informan, maka penulis 

memberikan simpulan: 
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1. Ditinjau dari Faktor Komunikasi, Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga 

Administrasi Negara terjalin baik karena komunikasi antar 

unit/satker dilakukan secara formal maupun informal sudah 

bekerjasama dengan baik, hingga berhasil pemberian informasi 

publik mendapatkan predikat Badan Publik yang INFORMATIF 

dari Komisi Informasi Publik pada tahun 2020. Pada faktor ini 

terdapat tiga aspek yang berpengaruh pada komunikasi yaitu 

Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi yang mana ketiganya 

saling berkaitan dan mempengaruhi implementasi Perka ini. 

2. Ditinjau dari Faktor Sumber Daya, Implementasi Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi Publik dari segi kuantitas pranata 

humas yang bertugas untuk melakukan pelayanan informasi 

hanya berjumlah setengah dari jumlah yang dibutuhkan di humas 

karena masih adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan 

oleh pranata humas yang aktif pada unit humas dan kualitas 

SDM pelaksana dianggap sudah cukup hanya perlu ditambahkan 

dibagian pemenuhan informasi publik. Sarana dan prasarana 

juga tersedia dengan baik. Dari segi kewenangan tidak semua 

informasi dipahami oleh PPID, sehingga masih perlu pemberian 

informasi langsung ke unit/satker terkait. 

3. Ditinjau dari Faktor Disposisi/Sikap, dukungan unsur pimpinan 

sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, namun 
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dalam tataran dibawahnya masih belum adanya kesepahaman 

terkait pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik, 

faktor lain ialah inisiatif pelaksana teknis. 

4. Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi sudah baik hal ini dilihat 

dari Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi sudah  tersedia pembagian tugasnya pun sudah jelas. 

Struktur birokrasi disini merupakan wujud konsistensi 

intansi/organisasi dalam menjalankan kebijakan dengan tertib. 

Keempat poin diatas merupakan indikator yang digunakan untuk 

mendeskripsikan pengelolaan informasi yang terkait dengan Perka LAN 

Nomor 22 Tahun 2019 di LAN RI. Tentunya, keempat poin diatas saling 

terkait satu sama lain. Dimana pembinaan sumber daya manusia yang baik 

akan mengarahkan pada kelancaran komunikasi antar pihak terkait, 

pengenalan struktur birokrasi yang efektif, dan sikap yang sesuai. Adapun 

komunikasi yang baik akan terwujud apabila dalam penyampaiannya, 

disertai sikap yang baik juga. Sedangkan komunikasi yang efektif akan 

terbina apabila semua pihak mengetahui struktur birokrasi, sehingga alur 

komunikasi akan sesuai pada pedoman/peraturan yang berlaku 

 

B. Saran 

1. Faktor Komunikasi, Perlu ada sosialisasi secara menyeluruh dari 

substansi Perka LAN Nomor 22 tahun 2019 tentang pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik kepada pelaksana kebijakan 
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terutama dalam tataran teknis/lapangan seperti PPID pelaksana 

teknis dan petugas meja informasi, sehingga terdapat 

kesepahaman tentang pentingnya melaksanakan pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik di lingkungan  Lembaga 

Administrasi Negara. 

2. Faktor Sumber Daya, Peningkatan kualitas SDM perlu terus 

dikembangkan terutama bagi pelaksana kebijakan yang 

memerlukan kompetensi khusus dibidang pengelolaan dan 

pelayanan informasi, perlu ada koordinasi dengan setiap 

pimpinan di unit kerja agar tercipta kesepahaman yang sama 

sehingga setiap informasi yang berada di unit kerja dapat 

dikumpulkan dan dikelola oleh PPID yang disimpan juga pada 

arsip. 

3. Faktor Sikap/Disposisi, perlu ditingkatkan lagi kesadaran bagi tiap 

pegawai maupun pimpinan tentang betapa pentingnya 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik selain diatur dalam 

undang-undang juga mempertahankan LAN menjadi Badan 

Publik yang bersifat informatif. 

4. Faktor Struktur Birokrasi, Koordinasi PPID LAN Pusat dan PPID 

LAN Daerah diperlukan minimal 1 (satu) tahun sekali dalam 

pemutakhiran informasi dibawah koordinasi atasan PPID, 

konsistensi dalam menjalankan standar operasional prosedur 

oleh setiap pelaksana kebijakan. 
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5. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti variabel kebijakan 

Edward III dengan metode penelitian yang berbeda. 
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